MENTERI KEUANGAN -
REPUBLIK INDGNESIA

SALINAN |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 60/PMK.07/2008 o

TENTANG

DANA ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2008

Menimbang : a.

Mengingat @ 1

MENTERI KEUANGAN,

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 -
teiah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2008;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dilakukan dengan persctujuan Menteri
Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Dana Alokasi Cukai Flasil Tembakau Tahun Anggparan 2008;

Undang-Undang Nomor 11 Fahtn 1995 twentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) scbhagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nepara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

‘Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Cacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara I\Lpub ik Indonesia Nomor 4778 );
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Memperhatikan :

Ivllenetapkan
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REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Presiden Nomor 20 / P Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2008 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke
Dacraly; :

Hasil Rapat Kerja pada tanggal 20 September sampai dengan
8 Oktober 2007 antara Pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja
ke Daerah Panitia Anggaran DPR-RI dalam rangka Pembicaraan
Tingkat I / Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2008 beserta

nota keuangannya;

Surat Keputusan Gubernur Sumatera  Utara  Nomor
900/826/K /2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Penetapan
Perkiraan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau yang dibagikan
kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara TA 2008;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 tanggal 18 Desember
2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Cukai
Hasil Tembakau Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun

2008;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2007 tanggal
3 Desember 2007 tentang Dana Alokasi Bagi [lasil Pencrimaan
Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2008;

Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 1/KEP/2008
tanggal 2 Januari 2008 tentang Penetapan Dana Alokasi Cukat
Hasil Tembakau bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota se-
Provinsi DI Yogyakarta TA 2008;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2007 tanggal
19 Desember 2007 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2008;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA ALOKASI
CUKAT HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2008.
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Pasal 1

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang
dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan | kota
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
adalah bagian dari Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana
Penyesuaian Tahun Anggaran 2008,

Pasal 2

(1) Dana Alckasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang
dialokasikan kepada dacrah penghasil cukai hasil tembakau
ditetapkan scbesar Rp200.000.000.000.- (dua ratus miliar rupiah),
terdiri dari:

a. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar
Rp1.426.990.000 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta
sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

b. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar
Rp9.477.790.000 (sembifan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh
juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar
Rp52.195.765.000 (lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh
lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3

d. provinsi/kabupaten/kota di  Provinsi Dacrah  Istimewa
Yogyakarta sebesar Rp1.049.600.000 (satu miliar empat puluh
sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan :

¢. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar
" Rp135.849.855.000 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus
empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu
rupiah).
(2) Besarnya Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran
2008 untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota
berdasarkan pembagian yang ditetapkan oleh gubernur.

(3) Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 untuk
masing-masing daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Dana Alockasi Cukai IHasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari
pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada kelompok Lain-lain
Pendapatan yang Sah.
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Pasal 4

Dana Alokasi Cukai Hasil Ternbakau Tahun Anggaran 2008 yang
dialokasikan kepada dacrah penghasil cukai hasil tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk
melaksanakan  penugasan  dari  Pemerintah  sckurang-kurangnya
untuk:

a. mengurangi cukai palsu (cukai ilegal);
b. sosialisasi peraturan di bidang cukai;
c. pernetaan industri rokok

Pasal 5

Ketentuan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Cukai Hasil
Tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 6

(1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan inij, Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Dana Alockasi Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2008. '

(2) DIPA Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
scbagaimana  dimaksud pada ayal (1) disampaikan Dirckiur
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Dircktur  Jenderal
Perbendaharaar untuk mendapatkan pengesahan,

(3) Berdasarkan pengesahan DIFPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat
Perirttah Membayar (SPM).

(4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas
Negara.

(5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dircktur
Jenderal Perbendaharaan atas nama  Menteri  Keuangan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(6) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran

2008 dilakukan dengan cara pcmindnhbukunn dari Rekening Kas
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. |
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(2) Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran
2008 dilaksanakan secara triwulanan. i

(3) Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan pertama sampai dengan
triwulan ketiga masing-masing sebesar 1/3 (satu per tiga) dari
penetapan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

(4) Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan keempat adalah sebesar
sclisih antara penetapan alokasi definitif dengan jumlah dana yang
telah disalurkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan
ketiga berdasarkan penetapan Dana Alokasi Cukai Hasil
Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Penetapan alokas: definitif Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2008 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri.

Pasal 9

Peraturan  Menteri  Keuangan ini mulai berlaku  sejak  tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

. Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara-Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2008

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
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DANA ALOKASI] CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN HOMOR
6 () /PMK.07/2008 TENTANG DANA ALOKASH
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN

dalam rupiah

DAERAH

NGO JUMLAH
I |Provinsi Sumatera Utara 428.097,200
1 {Kota Medan 161.652.200
2 |Kota Pematang Siantar 426.268.200
3 [Kota Tanjungbalai 17.123.850
4 |Kota Sibolga 17.123.850
5 |Kab. Asahan 17.123.850
6 |Kab. Dairi 17.123.850
‘ 7 |Kab. Pakpak Bharat 17.123.850

. 8 |Kab. Deli Serdang 17.123.880 |

9 |Kab! Tanah Karo 17.123.850
10 |Kabh. Labuhanbatu 17.123.850
11 {Kab. Langkat 17.123.850
12 |Kab. Mandalling Natal 17.123.850
13 |Kab. Nias 17.123.850
14 _|Kab. Nias Selatan 17.123.850
15 |Kab. Simalungun 17.123.850
16 |Kab. Tapanuli Selatan 1?_.123.850
17 |Kab. Padangsidimpuan 17.123.850
18 ‘Kab. Tapanuili Tengah * 17.123.850
19 1Kab. Tapanuli Utara 17.123.850
20 |Kab. Humbang Hasundutan 17.123.850
23 |Kab. Toba Samosir 17.123.850
24 . |Kota Binjai 17.123.850
25 Kota Tebing Tinggi 17.123.850
26 {Kab. Serdang Bedagai 17.123.850
27 |Kab. Samosir 17.123.850
28 |Kab. Batubara 17.123.850

Total Provinsi Sumatera Utara

1.426.990.000

Hal 1 dori 6
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dalam rupiah

=z
O

DAERAH

JUMLAH

Provinsi Jawa Barat

2.843.336.960

]
1 {Kab. Bandung o 113.733:480
2 |Kab. Bekasi 2.273,866.200
3 |Kab. Bogor 113.733.480
4 |Kab. Ciamis 113.733.480
5 |Kab. Cianjur 113.733.480
6 |Kab. Cirebon 113.733.400
7 |Kab. Garut 113.733.480
8 |Kab. Indremayu 113.733.480
9 [Kab. Karawang 113.733.480
10 (Kab. Kuningan 113.733.480
11 |Kab. Majalengka 113.733.480
12 Kab. Purwakarta 113.733.480
13 |Kab. Subang 113.733.480
14 |Kab. Sukabumi 113.733.480
15 |Kab. Sumedang 113.733.480
16 |Kab. Tasikmalaya 113.733.480
17 |Kota Bandung 113.733.480
18 |Kola Bekasi 113.733.480
19 |Kota Bogor 113.733.480
20 |Kota Cirebon 1.627.860.700
21 |Kota Depok 113.733.480
22 |Kota Sukabumi 113.733.480
23 |Kota Cimahi 113.733.480
24 |Kota Tasikmalaya _ 116.856.100
25 |Kota Banjar 113.733.480
26 {Kab. Bandung Barat 113.733.480
. Total Provinsi Jawa Barat 9,477.790.000

Hal 2 dan 6
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dalam rupiah

NO DAERAH JUMLAH
il |Provinsi Jawa Tengah 15.659,166.167
1. |Kab, §anjarnegara 453.666.452
2 |Kab, Banyumas 457.014.593
3 _|Kab, Batang 450.055.994
4 |Kab. Blora 449.626.443
5 |Kab. Boyolali 590.501.405
. 6__|Kab. Brebes 463,697,206
7 |kab. Cilacap 526.317.712
8 |Kab, Demak 544.318.902
9 |Kab. Grobogan 566.177.728
10 |Kab. Jepara 741.5658.215
11 ikKab. Karanganyar 467.368.376
12 |Kab. Kebumen 451.956.666
13 |Kabh. Kendal 682.667.749
14 Kat;. Klaten 557.863.450
15 _|Kab. Kudus 17.207.191.978
16 [Kab. Magelang 565.674.691
17  |Kab: Pati 851.466.745
i8 ‘ KKab. Pekalongan 451.835.374
19 '|Kab. Pemalang 460.174.388
20 |Kab. Purbalingga 448,440,190
21 |Kab. Purworejo 452.722.271
22 |Kab. Rembang 448.736.7563
23 |iKab. Semarang 458.596.269
24 [Kab. Sragen 535.120.235
25 |Kab, Sukoharjo 450.679.708
26 |Kabh. Tegal 448.440.190
27 [Kab. Temanggung 785.456.624
28 [KKab. Wonogiri 449.626.443
29 |Kab. Wonosobo 687.983.620
30 [Kota Magelang 449.181.598
31 |[Kota Pekalongan 878.700.436
32 |Kota Salatiga 448.588.471
33 |Kota Semarang 870.685.528
34 |Kota Surakarta 1.233.647.499
35 550.858.231

Kota Tegal

Total Provinsi Jawa Tengah

52.195.765.000

Hal 3 dari 6
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dalam rupiah

NG DAERAHM JUMLAH

IV |Provinsi DI Yogyakarta 314.880.000
1 [Kah. Bantul 209.920.000
2 |Kab. Gunung Kidul 104.960.000
3 |Kab. Kulon Progo 157.440.000
4 |Kab. Sleman 146.944.000
5 |Kota Yogyakarta 115.456.000

Total Provinsi DI Yogyakarta

1.049.600,000

Hal 4 dari 6
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L Eoiny

dalam rupiah '

NO DAERAH JUMLAH

V  |Provinsi Jawa Timur 40.754.956.500
i1 [Kab. Bangkalan 1.106.602.000
2__|Kab. Banyuwangi 1.194.348.000
3 |Keb. Blitar 1.834.141.000
4 [Kab. Bojbnegoro 3.877.084.000
5 |Kab. Bondowoso 1.725.129.000
6 |Keb. Gresik 1.072.499.000
7 _|Keb. Jember 1.798.418.000
8 |Keb. Jombang 1.937.048.000
9 |Kab. Kediri 9.332.287.000
10 |Kab. Lamongan 1.688.700.000
11 |Kab. Lumajang 1.265.195.000
12 |Kab. Madiun 1.334.136.000
13 [Kab. Magetan 1.264.871.000
14 [Kab. Malang 5.289.587.000
15 |KKab. Mojokerto 1.351.604.000
16 |Kah. Nganjuk 1.845.273.000
17 _|Kab. Ngawi 1.763.815.000
18 |Kab. Pacitan 1.253.270.000
19 _[Kab. Pamekasan . ~4.353.664.000
20 [Kab. Pasuruan 8.878.604.000
21 _|Kab. Ponorogo " 1.326.625.000
22 |Kab. Probolinggo 2.231.554.000
23 |Kab. Sampang 1.381.825.000
24 |Kab. Sidoarjo 2.150.458.000
25 (Kab. Situbondo 1.259.484.000
20 _|Kab. Sumenrep ) 3045 H16 000
27 |Kab. Irenggalek 12704827 000
28 |Kab. Tuban 1.454.917.000
29 |Kab. Tulungagung 2.882.407.000
30 |Kota Biitar 1.304.088.000
31 |Kota Kediri 9.481.172.000
32 Madiun 1.109.918.000

Kota

RO BURY
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i

1

dalam rupiah

NO DAERAH JUMLAH
33'_|Kota Malang 4.050.158.500
34 |Kota Mojokerto 1.234.060.000
35 [Kota Pasuruan 1.267.700.000
36 [Kota Probollinggo 1.098.467.000
37 _|Kota Surabaya 3.238.758.000
‘38 |Kota Batu 1.125.689.000

Total Provinsi Jawa Timur

135.849.855.000

200,000.000.000

Total

Salinan sesuai dengan aslinya,

___[g'gpzﬂa Biro Umum

By U
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SRI MULYANI INDRAWATI

Hal 6 dari 6
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